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Arah Kebijakan Pembangunan DIY

Strategi Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Tematik
Pendekatan Lintas sektor dan Lintas SKPD
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GRAFIK CAPAIAN IKU GUBERNUR 2015

No Sasaran: Strategis Indikator Kinerja Pfgm;’fe Keterangan
1 [Peran serta dan apresiasi masyariDerajat partisipasi masyarakat dale 102.64 Tercapai
dalam pengembangan dan pengembangan dan pelesatarian
pelestarian budayameningkat budaya
2 [Melek huruf masyarakat meningkgAngka melek huruf 100.6] Tercapai

Aksesbilitas pendidikan meningkaRatarata lama sekolah
4 |Daya saing pendidikan meningkat[Persentase satuan pendidikan yan 100.0¢ Tercapai
menerapkan model pendidikan
berbasis budaya
5 |Harapan hidup masyarakat Angka harapan hidup 100.93 Tercapai
meningkat

Pendapatan masyarakat meningkéPendapatan per kapita pertahun

Ketimpangan antar wilayah menurindeks Ketimpangan Antar Wilayal

Kesenjangan pendapatan Indeks Ketimpangan Pendapatan

masayarakat menurun

Kunjungan wisatawan nusantara dJumlah wisatawan nusantara Tercapai

Isatawan mancanegara me”'”gkijumlah wisatawan mancanegara 111.8¢  Tercapai
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Indikator Kinerja

10Lama tinggal nusantara dan Lama tinggal wisatawan nusantara

Tercapai

1

1

JLayanan publik meningkat, terutanLoad factor angkutan perkotaan
pada penataan sistem transportas
dan akses masyarakat di pedesaa

14Kualitas lingkungan hidup meningkPersentase Peningkatan Kualitas

Lingkungan
Kesesuaian pemanfaatan ruang
erhadap RTRW Provinsi meningka

Pemanfaatan ruang terkendali

Tercapai

Tercapai

Domain Bidang
Pemerintahan
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jﬂgja TEMATIK BERDASARKAN ISU STRATEGIS
s BIDANG PEMERINTAHAN

1. Pendalaman Penghayatan Demokrasi (Indeks Demokrasi
Indonesia DIY, Dinamika Politik dan Keamanan, serta
Perubahan Sosial dan Potensi Konflik)

2. Reformasi Birokrasi (Khususnya Kualitas Pelayanan Publik
dan Perijinan)

3. Kebencanaan (Pengurangan Risiko Bencana, Peningkatan
Kapasitas)

4. Kependudukan (Konsolidasi Tertib Administrasi
Kependudukan, Utilisasi Data/Dokumen Kependudukan
dalam Pelayanan Publik)



PERKEMBANGADEMOKRASI DDIY (HASIL IDI DIY)

- - Perkembangan IDI DIY
k’ e
Indeks Demokrasi Indonesia menurut aspek 2009- 100 e
2014 82,15 g1 2403
= - : 90,78
Menurut Provinsi 2013-2014 Maz
Kt_ebeba;anSipillebihtinggi 80 528 8252 3.59 158
o0, 00 _ _ dibandingkan pemenuhan 82,25 pemoki® 2o ne
80,00 i ke i Hak-Hak Politik LembeE
y . edang
0,0 Kebebasan Sipil Cenderung
’ ; 60
&0, 0 Berfluktuasi. a8 o
50,00 Hak-hak Politik Cenderung 525 kel 52,35 -
A0, 00 Meninghkat : -
50,00 Lembaga Demokrasi Hak-Hak palit
20,00 Cenderung Meningkat
10, 0Dy
0, 00 Kebebasan Sipil dan Hak-hak Buruk
:EEE_:;:%Emamﬁﬁgl—:ﬁﬁI—EEEEEEEE%EEEEE Politik tidak sepenuhnya D. T T T T 1
= ca 55 B =& a = =, = 1 = R
q%mﬁggﬁgﬁfﬁmgﬁggmmgeggigﬁ5%@5%551‘-3 dalam kendali 2008 2010 2011 2012 2013 2014
| oE = == = % = _% = = S % = B c= = E [ '; ﬁ =& 2 g 2 pemerintah/pemerintah
EE E == qi-q E%EEEEEEEE = =7 daerah
S5 S 5 = = = 5 = =Ea 33 =
= 2=
= 2013 m 2014 Indikator Rendah IDI DIY 2014
Kod Indikator yang perlu Indeks
c e perhatian
Perkembangan Variabel IDI DIY 2013-2014
Ancaman/penggunaan
kekerasanoleh aparat
= ID12012=72,96; 1 pemerintahyang 40,00
= |DI2013=72,36; menghambat kebebasan
berkumpul dan berserikat
» IDI2014=82,71 P
Kondisi h Ancaman/penggunaan
L _ISI_"'ang a_rus 4 kekerasanaleh masyarakat 40,00
menjadi perhatian yang menghambat ’
pada variabel: kebebasan berpendapat
1,5, 6,dan 8 % Perempuan terpilih
» Bernilai baik pada 15 terhadap total angzota 36.36
. DPRD Propinsi
variabel: 2, 3,4, 7,9, iy AL
[}
10, dan 11 205 1 OvasENEEAEN 41,16
! pendidikan
- =7013 —2014 20b  Alokasianggarankesehatan 47,81
1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, 5) HakMemilih dan Dipilih, &) Partisipasi Politik dalam 21 Perda yang merupakan 20,00
Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, 8) Peran DPRD inisatifDPRD !




KONTEKS BIROKRASI

1. SDM aparatur (Jumlah,
kompetensi, distribusi tidak
sesuai dengan kebutuhan.
Etos kerja dan Kesejahteraan
rendah

2. Kelembagaan/organisasi
(gemuk, kurang
proporsional)

3. Ketatalaksanaan atau
business procegsenderung
rumit dan belum semuanya
menyusun SOP, SPM, SP)

Dihadapkan
Pada Tuntutan
Masyarakat
Terwujdunya Good
Governance dan
Pelayanan Prima

. Tingginya irefisiensi

dalam belanja anggaran
publik

. Tingginya tingkat

korupsi,

. Dunia Usaha masih

Korup

. Pelayanan publik yg

masih belum prima

. Rendahnya daya saing

Make it [EX%4

Make it [JFE5
Make it SRR

Reforses]




KONTEKS NASIONALDIMENSI| PERIZINAN

Arahan Presiden pada
Rakor KP3MN

» Indonesia harus masuk rangking 40 dari 109(201 5)
dalam easy doing business tahun 2016.

» Penghapusan peraturan (perda dan pergub) yvang
menghambat investasi dan pelayanan perizinan.

» Pelayanan perizinan di daerah harus lebih cepat
dan mudah hal ini akan dicek langsung oleh
presiden.

Perizinan bidang Lol 5
. 150 9001 | [T "
Perekonomian dan Infrastruktur o , @
Perizinan Bid Soskesra | s B#
- -1}
&  Perindagkop 16 1 Kesehatan 85
u P
informatika m parteab 3 Tenaga Kerja dan 136
4  Kehutanandan 3 m rtn Transmigrasi = kesereEn
perkebunan m PUPESDM 4  Sosial 181 m pendidikan
©  PUPESDM 378 u laitan 5 Lingkungan Hidup Masih m sosial
- partnlan dilaksanakan BLH | nakemrans
& Pembangunan Masih
. dilaksanakan Biro
7 Pertanian o Adpem
JUNILAH 552 JUMLAH 405

Catatan : masih 3 seltor yang masih melaksanalan pelayanan
perizinan wabupun sudah dilimpahlan Gubermur ke gerai P2T




Persen

Perubahan Sosial & Dinamika Konflik

Kepercayaan Masy thdp Fungsi Representasi Partai Politik

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0

0.0

22.3%

u Urban
u Rural

Keberterimaan thdp Pemimpin Pendatang

65.4
60.0

62.2

57.2

Pemerintah Pemerintah Pemerintah

KabupatenKota Kecamatan Desa/Kelurahan RW/Dusun

mTidak setuju m Setuju

Aparat

AparatRT

Persen

Persepsi Masy thdp Kebijakan Pem yg berpotensi Konflil

70 62.6 596

60 -

50 +

40 -~

30 -

10 + m Tidak

0 -
Peraturan Daerah (N=2894) Kebijakan/Program Pusat
(N=3583)
Jenis kebijakan
Kepuasarthdp Pelayanan Pemerintah

120.0
100.0 94.6 93.2 96.3 96.3

Pemerintah Pemerintah Pemerintah Aparat AparatRT
KabupatenKota Kecamatan Desa/Kelurahan RW/Dusun

m Tidak percaya ™ Percaya

Sumber: data olah Bakesbanglinmas 2014



_Iogja FREKUENSI KEJADIAN BENCANA DI DIY
Sl e TAHUN 2012, 2015

Cunngkcy Kuon Proge rogalana

Jenis Bencana

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JEUEURNaSely 14 12 1 3 84 18 7 5 216 1 1 3 8 3 1 2 0 1 2 0

Kebakaran
Hutan/Lahan

2 2 6 9 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
127 89 61 1 133 34 1 20 D258 I3 0 3 84 56 18 9 2 4 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Kejadian bencarth DIY pad#@g&ahun 2015 mengalami penurunan bila dibanding
tahuntahun sebelumnyaPadaahun 2013terdapat255 kejadian bencanagmentara
pada tahur2014terdapat122 bencana sedang tahun 20tEsdapat65 kejadian bencana

2012
2013
2014

2015
2012
2013
2014

2015
2012
2013
2014

2015
2012
2013
2014

2015
2012
2013

2014

2015

N
o
=
=
o
o
o
o
o
o
o
0
o
N
o
N
~
o
o



Gambar 3.3 Persentase Desa/kelurahan ada Tindak Kejahatan menurut Jenis Kejahatan
di D.I. Yogyakarta 2011
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% | g—-_502
. % 10,00
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Sumber: Podes 2011
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TEMATIRKEMBANGUNAN STRATEGI PERENCANAAN

A Kualitas PelayanaBublik dan Evaluasi regulasi penghambatvestasi
Perijinan Evaluasi pelimpahan Perijinan dan Non

Perijinan ke Kantor PTSP

Pembangunan Kantor PTSP

Pembangunan KPPD

Inovasi pelayanan publik

To o Io Do Do

A Perubahan Sosial dan Potensi
Konflik

Kajian perubahan sosial dan potensi konflik

Peta perubahan sosial dan potensi konflik

Penegakan trantibum oleh Satpol PP

Pengembangan Jagawarga

A Sinergi Satpol PP DIY, POLRI dan Satpol PP
kab/kota, Kesbangpol Kab/Kota

A KemitraanRSy 3y bDhQ&a RI €

Too T To Do
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TEMATIRKEMBANGUNAN STRATEGI PERENCANA

A Pengurangan Resiko Bencana Berbasi A Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh c

Masyarakat Masyarakat
A Pembentukan dan pengembangan Sekolah

Siaga bencana

A Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulang:
Bencana

A Peningkatan Kapasitas Aparat dan Masyara
Menghadapi Bencana

PenyelesaialkTP ganda
FasilitasAktaKelahiran Warga Miskin
Fasilitasi Akta Perkawinan Warga Miskin
Pengembangan Sistem Informasi Administr
Kependudukan

Utilisasi Data Kependudukan

Inovasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan

A Administrasi Kependudukan

To Do o Do Do I
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Jumlah Penduduk

Kabupaten/kota Miskin (ribuan jiwa)

BANTUL 153,49
GUNUNGKIDUL 148,39
SLEMAN 110,44

KULON PROGO 84,67

KOTA YOGYAKART 35,60




